
WALIKOTA SURAKARTA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR a. TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 11 

TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak sipil bagi selur 

warga negara khususnya penduduk Kota Surakar 

dalam pelayanan administrasi kependudukan per 

adanya kebijakan yang memberikan kemudahan dala 

pengurusan dokumen kependudukan yang tid 

diskriminatif dan tidak membebani rakyat; 

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan administra 

kependudukan yang tidak diskriminatif dan tid 

membebani rakyat perlu penyesuaian peratur 

pelaksanaan administrasi kependudukan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, per 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubah.  

Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tah 

2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daer.  

Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tenta 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

Mengingat . 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentan 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dala 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jaw.  

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negar 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentan 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negar 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambaha 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesi 

Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negar 

Republik Indonesia Nomor 5475); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan 

Pembentukan 	Peraturan 	Perundang-undanga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu.  

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahu 

2010 tentang Penyelenggaraan Administras 

Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakart.  

Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daera 

Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentan 

Penyelenggaraan 	Administrasi 	Kependudukar 

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 

Nomor 1); 

MEMUTUSKAN 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 1_ 

TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 

TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 201 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 94 

Setiap Penduduk yang melampa-ui batas waktu 

pelaporan peristiwa kependudukan dikenai sanksi 

administratif berupa denda sebesar Rp.0,- (no1 

rupiah). 

2. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebaga 

berikut: 

Pasal 95 

Setiap Penduduk yang melampaui batas wakt 

pelaporan peristiwa penting dikenai sanks 

administratif berupa denda sebesar Rp.0,- (no 
rupiah). 

Pasal II 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, mak 

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11-A Tahun 201 

tentang Pembebasan Denda Administrasi Ata 

Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Dokume 

Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan ... 
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Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahka 

pengundangan Peraturan Walikota ini denga 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal „9. javwar- < 0 18 

WALIKOTA SURAKARTA, 

Diundangkan di Surakarta 

pada tanggal 	Januari 49018 

SEKRETARIS DAE H KOTA SURAKARTA, 

BUDI YULISTIANTO 

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN (018 NOMOR dL 
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